BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk dan Substansi Pengaturan yang Tepat Untuk Kegiatan Penjualan
Minuman Beralkohol Secara Online Melalui Platform Digital di Tingkat Pusat
dan Daerah Kota Bandung

Kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman
beralkohol secara online melalui platform digital saat ini dilakukan dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada antara lain
Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014, Perda Kota Bandung No.11/2010, PP PMSE,
dan PP PSTE. Namun keempat peraturan tersebut masih lemah dalam mengatur
terkait pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol secara online.
Lemah dalam hal ini berarti masih adanya celah atau kekosongan hukum yang dapat
dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pihak tertentu. Hal tersebut dapat dilihat
melalui pengaturan terkait perizinan dalam Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014
dan Perda Kota Bandung No.11/2010 tidak diatur bentuk perizinan yang harus
dimiliki oleh penjual minuman beralkohol secara on/ine padahal di satu sisi dalam
Pasal 11 PP PMSE diatur bahwa penjual dalam melakukan kegiatan PMSE wajib
memiliki izin usaha sehingga hal ini memberikan celah bagi penjual yang tidak
mempunyai izin yang resmi untuk melakukan penjualan secara onl/ine. Lalu terkait
pengawasan masih mengacu pada Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Perda
Kota Bandung No.11/2010 yang mana kedua peraturan tersebut mengatur terkait
pengawasan secara offline, sehingga kegiatan pengawasan terhadap penjualan
minuman beralkohol secara online masih belum jelas dan banyak keterbatasan.
Belum jelas dalam hal ini terkait teknis operasional dan pihak yang berwenang
untuk melakukannya. UU ITE, PP PMSE, dan PP PSTE pun belum dapat
memgakomodir kegiatan pengawasan. Kedua hal tersebut tentunya berdampak
pada perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terutama orang yang belum
berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap minuman beralkohol menjadi kurang
maksimal. Tak hanya itu, masih terdapat inkonsistensi pengaturan perihal publikasi
minuman beralkohol pada media platform digital membuat masih terlanggarnya

peraturan yang sudah ada, yaitu terkait larangan muatan minuman beralkohol dalam
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bentuk iklan elektronik. Dengan begitu pemerintah perlu membuat peraturan terkait
pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara
online agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam
kegiatan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama
orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Bentuk pengaturan yang tepat perihal pengendalian dan peredaran
minuman beralkohol secara online di tingkat Pusat adalah Peraturan Presiden dan
Peraturan Menteri, sedangkan untuk tingkat Daerah adalah Peraturan Daerah. Hal
ini sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh UU 7/2014 kepada Presiden,
Menteri Perdagangan, dan Pemerintah Daerah untuk membuat ketiga peraturan
tersebut. Substansi dari masing-masing peraturan disesuaikan dengan jenis dari
setiap aturan sebagai berikut :

a. Peraturan Presiden : penetapan minuman beralkohol sebagai barang dalam
pengawasan di lingkup online , tata cara perdagangan, tindakan dan sanksi
administratif terhadap pelanggaran, kontribusi Menteri Komunikasi dan
Informasi, pelimpahan wewenang pada Menteri Perdagangan terkait
pengaturan lebih lanjut.

b. Peraturan Menteri berisi hal teknis dan lebih merinci dalam hal pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, dan penjualan minuman
beralkohol yang dilakukan secara online sebagaimana yang telah dimuat
dalam Peraturan Presiden yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, serta
tanggung jawab dari Menteri Perdagangan dan juga Menteri Komunikasi
dan Informasi. Konstruksi substansi pengaturan penjualan minuman
beralkohol sudah dimuat dalam Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014, tetapi
perlu dilakukan adaptasi terhadap penjualan secara online. Adapun hal-hal
yang menjadi perhatian dalam pengaturan tersebut:

1. Kewajiban dan persyaratan untuk penjual dan juga platform digital.
Dalam hal ini seperti perizinan, kewajiban, serta tanggung jawab
dari penjual dan platform digital dalam kegiatan tersebut;

ii.  Teknis / prosedur pengawasan terhadap kegiatan peredaran dan
penjualan minuman beralkohol. Hal ini meliputi pihak yang berhak

melakukan pengawasan, yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri

98



C.

iii.

1v.

Komunikasi dan Informasi, serta teknis pemberian sanksi. Salah satu
bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat
pengaturan terkait verifikasi umur konsumen agar dapat mencegah
pembelian minuman beralkohol oleh masyarakat yang masih di
bawah umur / yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
Pengaturan terkait iklan dan promosi. Dapat diatur bagaimana
batasan dan ketentuan terkait iklan dan promosi minuman
beralkohol secara online;

Jenis minuman beralkohol yang dapat diperdagangkan secara
online. Terutama membatasi penjualan minuman beralkohol
golongan B dan C dikarenakan kadar alkohol yang tinggi;
Pembatasan terkait penjualan minuman beralkohol tradisional pada
platform digital. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (1)
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri
Minuman Beralkohol, minuman beralkohol tradisional hanya dapat

dimanfaatkan untuk

Peraturan Daerah, dapat berisi pengawasan konkrit yang dilakukan di
tingkat daerah sebagai upaya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan yang
sifatnya lebih umum. Pengawasan tersebut dapat dengan melibatkan dinas-
dinas terkait dengan membuat Tim Terpadu. Lalu teknis pemberian izin
penjualan kepada pedagang yang akan melakukan penjualan online.
Pemerintah Daerah pun dapat menyesuaikan peraturan tersebut dengan

kondisi lokalnya masing-masing.

5.1.2 Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dan Toko online Dalam
Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital

Tanggung jawab hukum merupakan keharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya dan mereka bertanggung
jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Dalam hal kegiatan penjualan minuman beralkohol melalui

platform digital, tanggung jawab hukum ada pada kedua belah pihak. Pedagang dan
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platform digital keduanya memiliki kewajiban agar kegiatan penjualan minuman
beralkohol secara online dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pedagang memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan dan
pengiklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan
platform digital memiliki kewajiban untuk memastikan sistem elektroniknya.
Sehingga Pasal 15 ayat (3) UU ITE dikatakan kurang tepat dalam menyatakan pihak
platform dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Namun pelaksanaan pasal tersebut
juga tidak sepenuhnya salah karena penerapan pasal tersebut membutuhkan kehati-
hatian dari pada pedagang untuk tidak melakukan pelanggaran. Upaya yang dapat
dilakukan agar penjualan berjalan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan
adalah dengan cara pencegahan dan pengawasan. Pedagang dapat membuat
laporan penjualan, memberikan deskripsi yang lengkap terkait minuman
beralkohol, efek samping minuman beralkohol, serta patuh terhadap pembatasan
umur penjualan minuman beralkohol. Sedangkan tanggung jawab dari pihak
platform dapat berupa pemantauan pada pedagang yang menjual minuman
beralkohol secara berkala, membuat sistem verifikasi umur penggunaan platform

digital.

5.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat disampaikan melalui
permasalahan hukum di atas, yaitu:

1. Disarankan bagi Pemerintah untuk segera membuat peraturan terkait
pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara online
melalui platform digital yang memuat seluruh aspek terkait
penjualan minuman beralkohol. Antara lain terkait perizinan, teknis
/ prosedur pengawasan, pemberian sanksi, tanggung jawab hukum
para pihak, lembaga yang berwenang dalam bidang tersebut, jenis
minuman beralkohol yang dapat diperdagangkan, dan pembatasan
penjualan minuman beralkohol. Dalam perancanganya, perlu
adanya koordinasi yang baik dalam pembentukan aturan di daerah-
daerah baik dalam hal pengawasan, kewenangan, serta penyesuaian

terhadap kondisi masyarakat setempat. Dengan begitu, diharapkan
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dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum
seluruh bagi masyarakat.

. Agar tidak adanya tumpang tindih dan terciptanya harmonisasi
peraturan, maka dalam pembuatan peraturan tersebut perlu mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, antara lain
terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan
penjualan minuman beralkohol, transaksi elektronik, dan
perdagangan melalui sistem elektronik.

. Mengingat penjualan online dapat diakses oleh siapapun, dalam hal
mencegah adanya pembeli yang belum berumur 21 tahun, penulis
menyarankan kepada pihak platform digital yang menyediakan
sarana untuk penjualan minuman beralkohol secara online untuk
membuat sistem verifikasi umur menggunakan KTP bagi konsumen
yang akan membeli minuman beralkohol serta memisahkan laman
minuman beralkohol dengan produk lainnya.

. Peraturan terkait pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan
minuman beralkohol secara online perlu mengatur tanggung jawab
dari pedagang / toko online berikut dengan sanksinya jika terdapat
pelanggaran.

. Dalam kegiatan pengawasan, sebaiknya Menteri Perdagangan
bersama dengan Menteri Komunikasi untuk segera membuat Tim
Khusus dalam untuk kegiatan pengawasan. Tim tersebut dapat berisi
pihak Kementerian dan dinas-dinas terkait di tingkat Daerah dan
meningkatkan frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan

penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara online.
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